
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1240, 2016 KEMENKEU. Jaminan Pemerintah. Pemberian.
Pelaksanaan. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 130/PMK.08/2016

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7

ayat (5), Pasal 10 ayat (6), dan Pasal 12 ayat (6) Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, perlu

diatur mengenai tata kelola pemberian Jaminan

Pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan

percepatan proyek infrastruktur ketenagalistrikan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pemberian

Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara

(Persero) sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.011/2014

tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk

Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan

Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas

yang Dilakukan Melalui Kerja Sama dengan Pengembang

Listrik Swasta, perlu diatur kembali mengenai tata cara

pemberian jaminan kelayakan usaha PT Perusahaan

Listrik Negara (Persero) untuk pembangunan pembangkit
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tenaga listrik dengan menggunakan energi terbarukan,

batubara, dan gas yang dilakukan melalui kerja sama

dengan pengembang listrik swasta di dalam Peraturan

Menteri ini;

c. bahwa pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dilakukan dalam rangka

mendukung percepatan pembangunan infrastruktur

ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh PT Perusahaan

Listrik Negara (Persero) melalui swakelola dan kerjasama

dengan Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata

Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah

untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Ketenagalistrikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5052);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran

Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012

tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5530);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5423);

8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara

(Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan

Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi

Terbarukan, Batubara, dan Gas sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 194

Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan

Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk

Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga

Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara,

dan Gas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 402);

9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 8);
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10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2010

tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010

tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara

Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA

PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH

UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah adalah

alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk

melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat

pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara beserta perubahannya pada tahun

anggaran berjalan.

2. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang selanjutnya

disingkat BUPI adalah badan usaha milik negara yang

dibentuk untuk memberikan Jaminan Pemerintah

di bidang infrastruktur.

3. Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik yang selanjutnya

disingkat BUPTL adalah badan usaha yang

menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam

rangka penyediaan tenaga listrik yang terdiri dari
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Pengembang Pembangkit Listrik dan anak perusahaan

PT PLN (Persero).

4. Batas Maksimal Penjaminan adalah batas maksimum

penjaminan yang dapat disediakan oleh Pemerintah.

5. Daftar Proyek adalah daftar yang diterbitkan oleh

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan memuat

proyek-proyek pembangunan infrastruktur

ketenagalistrikan baik yang dilaksanakan melalui skema

swakelola maupun skema kerjasama dengan BUPTL

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016

dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010

6. Dokumen Rencana Mitigasi Risiko adalah dokumen yang

berisi rencana aksi PT Perusahaan Listrik Negara

(Persero) dalam rangka memastikan kemampuan

finansialnya.

7. Jaminan Pemerintah adalah Jaminan yang diberikan

untuk dan atas nama Pemerintah, baik oleh Menteri

Keuangan dan/atau BUPI.

8. Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara

(Persero) yang selanjutnya disebut Jaminan Kelayakan

Usaha adalah jaminan Pemerintah dalam rangka

memastikan kemampuan PT Perusahaan Listrik Negara

(Persero) untuk memenuhi kewajiban finansialnya

dengan merujuk kepada Perjanjian Jual Beli Tenaga

Listrik.

9. Jaminan Pinjaman PT Perusahaan Listrik Negara

(Persero) yang selanjutnya disebut Jaminan Pinjaman

adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah kepada

Kreditur sehubungan dengan pembayaran kembali

pinjaman PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selaku

pelaksana penugasan percepatan proyek infrastruktur

ketenagalistrikan.

10. Kerjasama adalah skema pelaksanaan Percepatan

Pembangunan Infrstruktur Ketenagalistrikan, yang

dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

melalui kerjasama dengan Badan Usaha Penyedia Tenaga

Listrik.
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